
BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap negara memiliki beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya digunakan untuk pengembangan dalam rangka memajukan kualitas hidup rakyatnya. Cara yang paling umum digunakan adalah lewat sektor pajak, dimana sector ini biasanya menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan sebuah Negara khususnya dinegara-negara berkembang. Selain pajak sebenarnya Negara memiliki cara lain sebagai sumber penghasilannya itu lewat penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak merupakan segala sesuatu pemasukan yang diterima oleh negara bukan melalui perpajakan. Jadi semua yang diterima oleh negara tidak melalui atau tidak menyinggung perpajakan disebut dengan penerimaan bukan pajak atau yang sering kita sebut dengan non tax. 
Adapun pengelompokkan penerimaan negara bukan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tepatnya pada Undang-undang no 20 tahun 1987 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak , yakni meliputi: Penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, Penerimaan atau pemasukan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki, Penerimaan atau pemasukan negara yang berasal dari hasil-hasil pengelolahan kekayaan negara yang telah dipisahkan, Penerimaan atau pemasukan yang berasal dari aktivitas pemerintah yang berupa pelayanan kepada masyarakat, Penerimaan atau pemasukan yang berasal dari pengenaan denda administrasi dan berdasarkan keputusan pengadilan, penerimaan atau pemasukan lainnya yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentunya harus melalui sebuah proses penting yakni pelaporan, karena hal ini juga menyangkut hidup atau hajat orang banyak. Meskipun bukan dari perpajakan, dana yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tujuan untuk keterbukaan, menghindari penyelewengan dan lainnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) bukan hal yang remeh, tentu perlu sebuah pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran dan menghindari sebuah kesalahan yang terjadi.

Pengawasan perlu dilakukan karena jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak sedikit. Maka dari itu ada dua langkah pengawasan, antara lain Instansi pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan khusus atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan permintaan Menteri Keuangan. Hal ini tertuang dalam PP no 22 tahun 2005 pasal 4, Untuk instansi pemerintah yang berhak serta berwenang melakukan pemeriksaan khusus terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah disebutkan dalam PP No 22 tahun 2005 pasal 1, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-Undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tabun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak memberi dampak yang positif terhadap kinerja dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu bentuk pengawasan terhadap proses pengelolaan bagi lembaga pemerintah adalah melalui pengendalian internal. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan Negara bukan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah dengan pengendalian internal. 

Di dalam lingkup Kementerian Kesehatan sendiri, PNBP terinci menjadi beberapa sumber disesuaikan dengan tugas dan fungsi (tusi) masing-masing salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado itu tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian mengenai proses pengendalian internal dalam hal ini kepatuhan, dan keefektifannya yang kemudian akan dituangkan hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul “Pengendalian  Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Manado”
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Manado?
1.3 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang pengendalian internal atas PNBP.
2. Bagi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas 1 Manado, menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pengendalian internal atas PNBP.

3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.  
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